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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA  

NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN  

KEPADA MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa anggaran penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan negeri 

dapat bersumber dari bantuan operasional; 

b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun Tahun 

2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan belum 

mengatur mengenai mekanisme pengelolaan anggaran 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

bersumber dari bantuan operasional perguruan tinggi 

keagamaan negeri, sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada 

Perguruan Tinggi Keagamaan; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem 

Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6374);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5670); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang 

Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);   

www.peraturan.go.id



2020, No. 78 
-3- 

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada 

Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958); 

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi 

pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365); 

 

MEMUTUSKAN: 

Mengingat : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 55 TAHUN 2014 

TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 

55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958), diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya 

disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan 

tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan 

informasi yang berkaitan dengan pemahaman 
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mengenai fenomena alam dan/atau sosial, 

pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu 

asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan 

kesimpulan ilmiah. 

3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan 

sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan, memberdayakan, dan memfasilitasi 

masyarakat untuk melakukan transformasi sosial 

demi mencapai tingkat keadilan sosial dan 

penjaminan hak asasi manusia yang memadai dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. 

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan 

dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang 

pendidikan tinggi. 

7. Masyarakat adalah warga negara yang terlibat aktif 

di dalam proses penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat baik sebagai pelaku maupun penerima 

manfaat. 

8. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan 

standar yang meliputi standar nasional pendidikan, 

ditambah dengan standar penelitian, dan standar 

pengabdian kepada masyarakat. 

9. Komite Penilaian adalah sekelompok orang yang 

ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk 

menetapkan kelayakan Penelitian.  

10. Reviewer Penelitian yang selanjutnya disebut 

Reviewer adalah seseorang atau sekelompok orang 

yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh 

penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan 

Penelitian. 
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11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 

Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Hindu, dan Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Buddha.  

 

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) Pasal, 

yakni Pasal 4A, Pasal 4B, dan Pasal 4C sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4A 

(1) Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan, 

mencakup: 

a. penelitian dasar; 

b. penelitian terapan; 

c. pengembangan; dan 

d. kajian yang mempunyai kesamaan karakteristik 

dengan penelitian dasar, penelitian terapan, 

dan pengembangan. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan: 

a. kompetisi; atau 

b. penugasan. 

(3) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dilaksanakan melalui seleksi. 

(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b ditetapkan oleh penyelenggara penelitian 

untuk penelitian yang bersifat khusus. 

(5) Penelitian yang bersifat khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), meliputi: 

a. penelitian strategis; 

b. kebutuhan tertentu; 

c. kepentingan yang mendesak; dan/atau 

d. pelaksana penelitian dengan kriteria tertentu. 

(6) Penelitian strategis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) huruf a merupakan penelitian yang telah 
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